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Harmonisasi 3 Kutub di Hunian Milenial Ibu Kota Baru

Minggu, 30 September 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------
Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus melangkah mewujudkan perpindahan ibu kota baru RI ke Pulau Kalimantan. Segala rancangan disediakan, meliputi pengadaan infrastruktur dasar, dan lain-lain. Termasuk di situ adalah pengadaan hunian masyarakat di ibu kota baru.

Terkait hal yang disebut terakhir, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan wacana tentang menjual tanah negara untuk generasi milenial di ibu kota baru itu. Disebutkan, dalam jangka waktu tertentu, pembeli tanah tersebut lantas harus membangun hunian di atas properti tersebut.

Sebuah rencana yang memudahkan kepada generasi muda memiliki hunian di ibu kota, tentunya. Adapun di DKI Jakarta, semua pihak mahfum tentang kesulitan generasi muda membeli hunian di dalam kota terkait harga yang tinggi.

Terlepas dari itu, tercatat sejumlah hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk rencana pemerintah Indonesia tersebut. Hal tersebut mencakup tiga kutub pengembangan perumahan yakni:  aspek 'pasokan' (dari pengembang); 'permintaan' (dari generasi muda milenial); 'pembiayaan' (dari perbankan). Sebagai regulator yang memayungi tiga kutub itu, sudah tentu negara bisa berperan besar di situ.

1. Tentang kontrol aset negara.

Mengingat derasnya polemik perpindahan ibu kota---hal ini mungkin terus sinambung---adalah penting untuk menegaskan bahwa sekalipun menjual tanah itu ke generasi muda milenial, negara tidak kehilangan kontrol atas aset tanah itu. Sekaligus, generasi muda tersebut punya hak atas tanah tersebut.

Untuk itu, suatu mekanisme yang sudah dikenal di industri properti, bisa digelar. Yakni dengan alur ini: HPL (hak pengelolaan lahan) kepada badan hukum (pengembang), kemudian dari situ diberikanlah HGB (hak guna bangunan) kepada generasi muda tersebut. Sekadar informasi, pola ini mirip yang sekarang digelar Setneg di Kota Baru Bandar Kemayoran.
Ada baiknya bila badan hukum yang mendapat HPL itu, diutamakan  pengembang BUMN (badan usaha milik negara). Dengan demikian, ada kesan kuat bahwa negara masih punya kontrol atas tanah tersebut.
Adalah penting pula, bagi negara, untuk mematok harga tanah tersebut di titik rendah terus-menerus. Walhasil, harga hunian tersebut tidak terus terkerek tinggi karena mekanisme pasar bebas.
2. Kemudian, dengan pertimbangan optimalisasi pemanfaatan lahan, ada baiknya bahwa yang dijual ke generasi muda itu adalah properti hunian vertikal/apartemen.

3. Yang sangat penting, adalah memastikan bahwa rencana pemerintah tersebut tepat sasaran. Jadi, dalam hal ini, pembeli hunian tersebut adalah generasi muda milenial first home buyer; di sini, yang harus diutamakan adalah segmen MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Seyogianya, hunian tersebut minimal dari pemilikan konsumen tipe investor.

4. Tentang skema pembiayaan konsumen.

 Mengingat generasi muda MBR tidak berdaya beli tinggi, adalah penting untuk merancang dan menggelar skema pembiayaan kredit pemilikan properti yang memudahkan konsumen tersebut. Misalnya dengan stimulus uang muka; program tabungan uang muka; stimulus bunga kredit; dan lain-lain.

5. Aspek komersial bagi pengembang, sudah tentu penting agar rencana pemerintah tersebut lebih mulus. Di sini, pemerintah perlu lebih fleksibel dengan memberikan skema-skema yang memungkinkan pengembang membangun hunian kepada generasi muda MBR tersebut, sekaligus mendapatkan profit bisnis.

Contoh hal tersebut, dengan memberikan subsidi bunga kredit konstruksi untuk pihak yang membangun hunian untuk generasi muda MBR itu; sungguh-sungguh memudahkan aspek perizinan; memudahkan pengembangan properti komersial di lokasi tertentu; dan lain-lain.

Akhir kata, sudah tentu ada banyak hal yang belum terpikir melalui analisis singkat ini. Yang jelas, pada prinsipnya, yang terpenting adalah patokan ini: negara tidak kehilangan kontrol aset tanah; hak generasi muda milenial memiliki hunian di ibu kota baru, bisa terpenuhi; kalangan pebisnis properti pun diuntungkan/dimudahkan. (Dhi)
